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Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Dalam menyasar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) poin 1 “Tanpa Kemiskinan” dan
poin 11 “Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan”, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah
satu strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengentasan kemiskinan. Dalam kurun 2018- 2024 Jawa
Tengah berhasil mengintervensi 1.180.076 unit RTLH yang terdiri dari 100.699 (penanganan 2016 s.d 2018) dan
1.079.377 unit RTLH dari berbagai sumber pendanaan. Namun, terjadi pertumbuhan RTLH baru sehingga sisa
RTLH berubah dari 1.390.825 unit menjadi 1.022.113 unit yang belum tertangani. Dalam implementasinya,
rehabilitasi RTLH bagi masyarakat miskin di Jawa Tengah melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeu
Pemdes) belum sepenuhnya optimal akibat masih dihadapkan dengan permasalahan dari aspek input hingga
outcome. Permasalahan tersebut meliputi: 1) belum tepat sasaran akibat ketidakakuratan data penerima serta
persyaratan rumah belum menimbang karakteristik/tipologi rumah dan lingkungan, 2) terbatasnya pemahaman
masyarakat tentang standar konstruksi rumah layak huni sehingga prioritas perbaikan belum sesuai standar, 3)
terbatas fokus pada kelayakan fisik bangunan hunian, khususnya aladin (atap, lantai, dinding), dan belum
menimbang prioritas kawasan permukiman, dan 4) belum adanya evaluasi dampak pelaksanaan bantuan
rehabilitasi RTLH terhadap penurunan kemiskinan. Rekomendasi strategis yang diusulkan yaitu: 1) spesifikasi
sasaran penerima bantuan RTLH perlu dibedakan menjadi sasaran RTLH Swadaya dan Prioritas 2) spesifikasi
persyaratan rumah penerima bantuan perlu menimbang perbedaan karakteristik/tipologi rumah dan kondisi
lingkungan, 3) fokus pada sasaran kawasan khusus dan prioritas yang didukung dengan peningkatan kualitas
lingkungan, 4) peningkatan peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan fungsi teknik dan pendampingan
yang tersertifikasi, 5) pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengkaji implementasi dan dampak
program, serta 6) kolaborasi stakeholder dalam implementasi input, proses, output, dan outcome.

Pendahuluan

Pada saat ini terjadi perlambatan penurunan
kemiskinan global, dan tercatat 8,5% populasi global hidup
dalam kemiskinan ekstrem (Development Initiatives, 2023;
World Bank Group, 2024). Kemiskinan menjadi masalah
serius bagi Indonesia dimana Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat jumlah penduduk miskin sebesar 25,22 juta jiwa di
tahun 2024 dan 3,70 juta jiwa diantaranya berada di Provinsi
Jawa Tengah. Meskipun Jawa Tengah berhasil menurunkan
0,30% poin tingkat kemiskinan pada tahun 2023-2024,
namun angka kemiskinan Jawa Tengah (10,47%) masih
lebih tinggi dibanding nasional (9,03%).

Kemiskinan identik dengan tidak terpenuhinya
kebutuhan dasar baik dari dimensi sosial, ekonomi,
finansial, hingga fisik, khususnya berupa tempat tinggal
yang layak (Arif et al., 2024; Gweshengwe & Hassan,
2020). Masyarakat miskin  seringkali  memiliki
keterbatasan kemampuan ekonomi dan pemahaman
untuk mewujudkan rumah yang layak, baik dari segi
material fisik, psikologis, dan sosial (Arif et al., 2024).
Provinsi Jawa Tengah juga dihadapkan pada
permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dimana
tahun 2024 tercatat Provinsi Jawa Tengah memiliki
1.022.113 unit yang belum tertangani.

Kemiskinan dan kualitas fisik atau lingkungan
menjadi dua hal yang tidak terpisahkan dimana
penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas
fisik atau lingkungan bagaikan menyelesaikan 2
permasalahan dengan 1 tindakan (Baloch et al., 2020).

Target 1 Sustainable Development Goals
(SDGs) yaitu “tanpa kemiskinan” pun turut mengakui
perlunya memastikan akses "perumahan yang memadai,
aman, dan terjangkau serta layanan dasar dan
meningkatkan permukiman kumuh” (UN-Habitat, 2016).
Merespon hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
telah mengalokasikan 1,12 triliun untuk penanganan
92.456 unit RTLH pada tahun 2018-2023 melalui Program
Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeu Pemdes)
(BRIDA Provinsi Jawa Tengah, 2023).

Implementasi penanganan RTLH merupakan
program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah (Akhmad
et al.,, 2023; Arif, A. Z., Murodi, A., & Rantau, 2024).
Program penanganan RTLH diberikan dalam bentuk
stimulan guna meningkatkan keswadayaan masyarakat.
Bantuan tersebut diberikan berdasarkan kriteria status
kesejahteraan pemilik rumah, kondisi rumah, serta letak
dan status kepemilikan rumah. Sesuai Peraturan



Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2023,
lokasi bantuan RTLH diprioritaskan pada Desa dalam
rangka penanggulangan kemiskinan dengan target
penerima masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu
Penanggulangan Kemiskinan oleh Kementerian Sosial.
Pemerintah Desa (Pemdes) bertugas mengunggah
rencana kegiatan peningkatan kualitas RTLH dalam
Sistem Informasi Perumahan (SIMPERUM). Selanjutnya,
Gubernur menetapkan keputusan besaran dan jumlah
desa penerima bantuan yang akan ditransfer langsung ke
rekening Pemdes dan dianggarkan dalam APB Desa.
Pelaksanaan kegiatan/ penyaluran dana wajib segera
dilaksanakan maksimal 15 hari setelah pencairan.
Langkah akhir, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
(Disperakim) Provinsi Jawa Tengah. Dalam praktiknya,
rehabilitasi RTLH tidak selalu berjalan sesuai sistem yang
ditetapkan.

Penelitian terkait RTLH di kabupaten/kota di Jawa
Tengah menemukan bahwa bantuan RTLH masih
terkendala, seperti: penerima kurang tepat sasaran akibat
hambatan data, minimnya pemahaman masyarakat untuk
membangun  sesuai  standar teknis, minimnya
pendampingan masyarakat, inkonsistensi pelaksanaan,
hingga keterbatasan anggaran dan sumber daya (bersifat
stimulan) (Dewi et al., 2018; Hadiati & Hidayat, 2023;
Kambuno et al.,, 2022; Nafisa & Soesilowati, 2020;
Nalatissifa & Ramdhani, 2020; Warsilah, 2015). Penelitian
BRIDA Provinsi Jawa Tengah (2023) turut menyoroti
pentingnya pelaksanaan, pendampingan, optimalisasi
dampak RTLH. Dengan demikian, strategi reformulasi
skema bantuan perbaikan RTLH pada aspek input hingga
outcome menjadi fokus penting optimalisasi penanganan
RTLH di Provinsi Jawa Tengah.

Deskripsi Masalah

1. Input: Bantuan RTLH Belum Sepenuhnya Tepat
Sasaran

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa
Tengah Nomor 34 tahun 2023, mekanisme bantuan
RTLH mempertimbangkan variabel sasaran dan
persyaratan rumah penerima bantuan. Penentuan
penerima bantuan dilakukan melalui musyawarah desa
yang diprioritaskan bagi Kepala Keluarga (KK) miskin.
Selanjutnya, pemeringkatan penerima bantuan melalui
SIMPERUM yang datanya diperoleh dari Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dirilis Kementerian
Sosial dan diverifikasi oleh Disperakim. Namun, kriteria
“miskin” tersebut belum didefinisikan secara kuantitatif
pada persyaratan penerima bantuan RTLH.

Permasalahan yang terjadi adalah data yang
belum seluruhnya diperbaharui sehingga terdapat
permasalahan inclusion error dan exclusion error dimana
keluarga sudah mampu masih tercatat dalam DTKS,
namun keluarga miskin justru tidak terdata dalam DTKS
(Manoppo & Laoh, 2022; BRIDA Provinsi Jawa Tengah,
2023). Sebagai bukti, Disperakim Provinsi Jawa Tengah
mencatat tersisa 755.143 unit RTLH, sedangkan DTKS
mencatat masih terdapat 1.390.825 unit RTLH sehingga
penentuan prioritas penerima bantuan RTLH menjadi
tidak akurat. Terdapat pula masyarakat yang mengajukan
secara langsung kepada Disperakim Provinsi Jawa
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Tengah tanpa melalui Pemerintah Desa akibat kurang
memahami prosedur.

Studi BRIDA Provinsi Jawa Tengah (2023) juga
menunjukkan kurangnya kemampuan finansial dari
sebagian besar pemilik rumah RTLH menjadi kendala
dalam pelaksanaan program. Prioritas bantuan seringkali
diberikan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan
untuk ikut serta dalam perbaikan rumah. Dikhawatirkan
masih terdapat masyarakat dengan kondisi rumah dan
ekonomi yang lebih membutuhkan namun belum
mendapatkan bantuan penanganan RTLH.

Bantuan RTLH juga menimbang persyaratan
rumah penerima bantuan berupa luasan rumah serta
atap, lantai, dinding (aladin). Persyaratan tersebut
kadang menimbulkan ketidaktepatan sasaran di
beberapa wilayah. Luas rata-rata penerima bantuan
RTLH >45 m? dengan dominasi penghuni <4 orang
(BRIDA Provinsi Jawa Tengah, 2023) yang melebihi
standar rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) yaitu 21-36 m? untuk <4 orang.

Temuan lainnya, di Kabupaten Grobogan dan
Blora, rumah dengan konstruksi kayu jati dengan nilai
tinggi justru termasuk RTLH karena indikator hanya
menyebutkan material kayu/bambu/rotan/bahan kelas IV
termasuk RTLH. Padahal, material tersebut menjadi
kearifan lokal bagi beberapa wilayah serta lebih
proporsional pada wilayah rawan bencana yang tidak
memungkinkan material batu bata, keramik atau material
permanen lainnya. Artinya, persyaratan rumah penerima
bantuan pun tidak terbatas hanya perbaikan aladin tapi
perlu kriteria khusus mempertimbangkan spesifik lokasi
dan tidak dapat berlaku simetris.

Kriteria standar penerima bantuan seringkali
belum sepenuhnya menimbang kriteria pemilik rumabh,
kondisi RTLH, kondisi perekonomian, lokasi dan
legalitasnya (Rahman et al.,, 2021; Ramdania et al.,
2021). Dengan demikian, langkah penting yang harus
dilakukan adalah peningkatan pemahaman masyarakat
terkait standar dan prosedur penentuan penerima
manfaat serta proses survei kelayakan dan verifikasi
sasaran penerima rehabilitasi rumah oleh stakeholder
(Candradewini et al., 2018). Pemeriksaan lokasi fisik
rumah, penilaian kondisi keluarga, verifikasi administrasi
dan lainnya dilakukan untuk memastikan alokasi bantuan
telah sesuai dengan ketentuan. Dalam pemeriksaan fisik
rumah harus menimbang batasan persyaratan rumah
(seperti luas hunian maksimal) serta perbedaan
karakteristik/tipologi rumah sesuai kondisi lingkungan
yang ada (seperti ciri khas tradisional/lokalitas wilayah,
kerawanan bencana, dan sebagainya). Selanjutnya
adalah verifikasi dan validasi data sasaran penerima
bantuan RTLH setidaknya dilakukan 3 kali per tahun.

2. Proses: Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH Belum
Sepenuhnya Sesuai Indikator Rumah Layak Huni
Pada proses pelaksanaan rehabilitasi RTLH,
permasalahan yang ada berasal dari:
a. Keterbatasan pemahaman masyarakat
rehabilitasi RTLH
Dominasi penerima bantuan RTLH (92,41%) termasuk
kategori pra lansia 41-60 tahun (53,86%) dan lansia >60
tahun (46,14%). Hal tersebut berimbas terhadap kendala
komunikasi dan sosialisasi program RTLH. Pemahaman

terkait



masyarakat tentang kriteria dan mekanisme penerima

bantuan RTLH pun masih rendah (53,73%). Masyarakat

cenderung sulit menentukan prioritas perbaikan rumabh.

Alhasil, kendala yang juga dialami seperti: rumah ambruk

saat rehabilitasi, kerusakan akibat faktor cuaca, serta

keterlambatan perhitungan hari pengerjaan akibat faktor
kearifan lokal.

b. Keterbatasan bantuan stimulan dan
pembiayaan perbaikan RTLH secara swadaya
Salah satu tantangan utama adalah sasaran penerima

bantuan merupakan masyarakat miskin yang seringkali

sulit mengakses alternatif pembiayaan lain untuk
perbaikan secara swadaya. Bantuan bersifat stimulan
terbatas pada penyediaan material fisik untuk perbaikan
rumah, namun 21,02% masyarakat penerima bantuan
merasa material yang diberikan tidak sesuai kebutuhan

(BRIDA Provinsi Jawa Tengah, 2023). Dalam memenuhi

kebutuhan tersebut, 20% masyarakat harus berhutang

dan 12% lainnya harus menjual aset (BRIDA Provinsi

Jawa Tengah, 2023). Dalam kondisi lebih buruk,

sebagian masyarakat yaitu penerima bantuan kategori

lansia justru tidak mampu mengupayakan tambahan
perbaikan rumah secara swadaya akibat faktor usia dan
keterbatasan ekonomi. Selaras dengan itu, keterbatasan
ekonomi menjadi kendala utama masyarakat miskin

untuk mewujudkan rumah layak (Arif et al., 2024).

Bantuan bersifat stimulan yang hanya menyasar fisik

aladin  belum mampu memperbaiki RTLH secara

menyeluruh, bahkan tetap tidak layak huni (Nafisa &

Soesilowati, 2020).

Merespon masalah pemahaman dan
kemampuan ekonomi penerima bantuan RTLH di atas,
masyarakat membutuhkan pendampingan Tenaga
Fasilitator Lapangan (TFL). TFL bertugas untuk
mendampingi dan mengawasi pelaksanaan program
RTLH yang selanjutnya terbagi menjadi TFL teknik dan
pemberdayaan (Dewi et al., 2018; Rafa Rafsanzani &
Fajar Utama Ritonga, 2024). TFL teknik berkaitan dengan
pendampingan pelaksanaan konstruksi bangunan sesuai

akses

dengan standar, sedangkan TFL pemberdayaan
berkaitan dengan peningkatan pemahaman dan
kapasitas masyarakat, termasuk dalam akses

pembiayaan secara swadaya berbasis keuangan mikro
atau swadaya masyarakat sekitar untuk memastikan
dampak kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

TFL dapat berperan untuk memantik modal
sosial atau kearifan lokal masyarakat untuk rehabilitasi
RTLH secara swadaya/gotong-royong. Peran TFL juga
perlu menimbang prioritas bantuan RTLH seperti
penerima bantuan dengan keterbatasan lebih (usia lansia
maupun penyandang disabilitas).

Keberadaan TFL menjadi penting karena sumber
daya manusia yang berkualitas menentukan keberhasilan
suatu proses pelaksanaan (Arif, A. Z., Murodi, A., &
Rantau, 2024). Namun, tidak setiap daerah mampu
menganggarkan TFL guna mengawal program RTLH.
Dengan demikian, perlu dukungan Pemerintah Provinsi
untuk pengadaan TFL yang berkompetensi.

Salah satu alternatif dalam penyediaan TFL dari
sumber daya yang ada adalah Pendamping Program
Keluarga Harapan (PKH) serta Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ditunjuk oleh
Kementerian Sosial. Selanjutnya, sertifikasi TFL menjadi
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langkah penting dalam memastikan hasil program RTLH.
Sertifikasi ini menjadi jaminan bahwa TFL memiliki
kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya.

3. Output: Rehabilitasi RTLH Terbatas Fokus pada
Kelayakan Fisik Bangunan Hunian

RTLH didefinisikan sebagai rumah dengan
karakteristik yang tidak sesuai dengan standar. Dalam
praktiknya, fokus penanganan RTLH masih terbatas
terhadap output utama berupa kelayakan hunian dari segi
material fisik bangunan yaitu aladin dan distribusi
pemerataan program. Padahal lingkungan sekitar rumah
turut mempengaruhi keberhasilan program/ kebijakan
publik yang diimplementasikan (Arif et al.,, 2024;
Subarsono, 2011). Bahkan, faktor lingkungan juga
berpengaruh dalam peningkatan derajat kesehatan
masyarakat. Artinya, luaran rehabilitasi RTLH seharusnya
tidak terbatas pada hasil fisik bangunan rumah (single
building), namun dapat memprioritaskan penerapan
program pada aglomerasi RTLH. Hal tersebut penting
karena aglomerasi RTLH pada suatu kawasan menjadi
indikator tumbuhnya permukiman kumuh (Kambuno et al.,
2022; Rahman et al., 2021).

Penanganan RTLH telah diarahkan dengan
pendekatan kawasan khusus, namun masih berfokus
pada kawasan pesisir atau kawasan pengembangan/
relokasi bencana (BRIDA Provinsi Jawa Tengah, 2023).
Penelitian lainnya menambahkan bahwa prioritas
rehabilitasi RTLH sebaiknya menimbang kawasan zona
merah yang memiliki aglomerasi kemiskinan tinggi (Nafisa
& Soesilowati, 2020). Dengan kata lain, pendekatan
kawasan prioritas diperlukan khususnya pada kawasan
dengan kemiskinan atau jumlah unit RTLH tinggi serta

memiliki  kebutuhan untuk peningkatan kualitas
lingkungan.
4. Outcome: Belum Adanya Evaluasi Dampak

Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi RTLH

Monitoring dan evaluasi menjadi tahap akhir
dalam menyempurnakan implementasi program bantuan
RTLH (Nafisa & Soesilowati, 2020). BRIDA Provinsi Jawa
Tengah (2023) menyoroti bahwa penanganan RTLH
seringkali belum melibatkan proses monitoring dan
evaluasi secara berkala untuk mengkaji dampak program.
Penelitian menemukan bahwa rehabilitasi RTLH belum
sepenuhnya memberikan dampak signifikan, yaitu: tidak
berdampak pada peningkatan ekonomi (74,44%), tidak
berdampak pada kesehatan (37,25%), hingga tidak ada
perubahan perilaku dalam hidup sehat dan bersih (6%).

Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup
masyarakat sulit dilakukan jika tidak selaras dengan
peningkatan kualitas lingkungan (Baloch et al., 2020).
Peningkatan kualitas yang terbatas pada aspek fisik tanpa
menimbang non fisik juga berpotensi menimbulkan
transformasi parsial (Sunarti et al., 2018). Sasaran
program pada lokasi yang berbeda-beda turut
mempersulit peningkatan kualitas lingkungan serta
proses monitoring dan evaluasi. Berkaitan dengan hal
tersebut, rehabilitasi RTLH akan lebih berdampak jika
dilakukan dengan pola pemrioritasan berbasis kawasan
serta mengoptimalkan fungsi pemberdayaan oleh Tenaga
Fasilitator Lapangan untuk monitoring dan evaluasi
program secara berkala.



Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan deskripsi permasalahan, reformulasi kebijakan rehabilitasi RTLH perlu menimbang rekomendasi sebagai
berikut:

1. DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah:

a. Menyusun kebijakan spesifikasi sasaran penerima bantuan RTLH yang dibedakan menjadi sasaran RTLH
Swadaya (fakir miskin kelompok produktif) dengan skema pembiayaan stimulan dan sasaran RTLH Prioritas
(kelompok lansia dan penyandang disabilitas) dengan skema pembiayaan penuh.

b. Menyusun kebijakan terkait spesifikasi persyaratan rumah penerima bantuan tidak hanya terbatas pada kondisi
aladin, tetapi juga menimbang batasan persyaratan rumah (seperti luas hunian maksimal 21-36 m? untuk <4
orang) serta perbedaan karakteristik/tipologi rumah sesuai kondisi lingkungan (seperti ciri khas
tradisional/lokalitas wilayah dan kerawanan bencana).

c. Rehabilitasi RTLH tidak hanya berkaitan dengan perbaikan aladin pada single building melainkan harus
menimbang peningkatan kualitas lingkungan sekitar. Rehabilitasi RTLH dapat berfokus pada:

1) Sasaran kawasan Khusus yaitu kawasan yang membutuhkan penanganan khusus seperti kawasan pesisir
maupun kawasan pengembangan/relokasi kawasan bencana;
2) Sasaran kawasan Prioritas yaitu kawasan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi atau jumlah unit RTLH tinggi

serta memiliki kebutuhan untuk peningkatan kualitas lingkungan.
d. Peningkatan peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang tersertifikasi. Peran TFL meliputi:
1) Fungsi teknik yang berkaitan dengan pendampingan pelaksanaan konstruksi bangunan sesuai dengan

standar;

2) Fungsi pemberdayaan yang berkaitan dengan: a) peningkatan pemahaman dan kapasitas masyarakat,
termasuk dalam akses pembiayaan secara swadaya berbasis keuangan mikro atau swadaya masyarakat
sekitar untuk memastikan dampak kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, serta b) memantik modal sosial
atau kearifan lokal masyarakat pada kawasan prioritas RTLH untuk rehabilitasi RTLH secara swadaya/gotong-

royong.

2. BAPPEDA, DISPERAKIM, BRIDA dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah:
a. Melaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mengkaji implementasi dan dampak program.
b. Mengkolaborasikan antar stakeholder terkait dalam implementasi input, proses, output, dan outcome, seperti:
pemeriksaan lokasi fisik rumah, penilaian kondisi kehidupan keluarga, verifikasi administrasi dan pembaharuan
data rutin setidaknya 3 kali per tahun, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan opsi

pembiayaan alternatif.
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